
BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 3 7 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA 
K E R J A DINAS P E K E R J A A N UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA E S A 

BUPATI PACITAN, 

bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
Dinas Pekerjaan U m u m dan Penataem Ruang, guna 
men ingkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan 
fungsinya maka Peraturan B u p a t i Nomor 66 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, 
serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang 
Kabupaten Paeitan per lu d igant i ; 
bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan Bupa t i tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, serta Tata 
Kerja Dinas Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang Kabupaten 
Paeitan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana te lah beberapa 
ka l i d iubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah 
d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
Lembaran Negara T a h u n 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5887); 

3. Peraturan Daerah Nomor 4 T a h u n 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paeitan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Paeitan T a h u n 2016 Nomor 4) sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Paeitan Tahun 2020 Nomor 1) ; 

Menimbang : a. 

b. 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN 
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA K E R J A 
DINAS P E K E R J A A N UMUM DAN PENATAAN RUANG 
KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupat i i n i yang d imaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Paeitan. 
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Paeitan. 
e. Bupat i adalah Bupa t i Paeitan. 
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paeitan. 
e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang Kabupaten 

Paeitan. 
f. Un i t Pelaksana Teknis selanjutnya dis ingkat UPT adalah Uni t Pelaksana 

Teknis Dinas Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang Kabupaten Paeitan. 

BAB I I 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 2 

(1) Dinas berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Bupa t i mela lu i 
Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas d ip imp in oleh Kepala Dinas. 

Pasal 3 

Dinas mempunya i tugas membantu Bupat i melaksanakan u rusan pemerintahan 
bidang pekerjaan u m u m dan penataan ruang yang me l ipu t i sumber daya air, 
eipta karya, b ina marga, peralatan, penguj ian bahan dan kons t ruks i , penataan 
ruang dan tugas pembantuan yang d iber ikan kepada Kabupaten. 

Pasal 4 

Dinas da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 3, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i sumber daya air; 
b. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i c ipta karya; 
c. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i b ina marga; 
d. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan adminis tras i peralatan, pengujian bahan dan 
kons t ruks i ; 

e. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i penataan ruang; dan 

f. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Bupa t i sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 

Susunan organisasi Dinas terd i r i dar i : 
a. Sekretariat; 
b. Bidang Sumber Daya Air; 
c. Bidang Cipta Karya; 
d. Bidang B ina Marga; 
e. Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan; 
f. Bidang Tata Ruang; 
g. UPT; dan 
h . Kelompok Jaba tan Fungsional 

BAB I I I 
S E K R E T A R I A T 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

P a s a l 6 

(1) Sekretariat berada d i bawah dan bertanggung j awab kepada Kepala Dinas. 
(2) Sekretariat d ip imp in oleh Sekretaris. 

Pasal 7 

Sekretariat mempunya i tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan 
kegiatan, pembinaan dan pemberian d u k u n g a n pelayanan adminis t ra t i f yang 
me l iput i u m u m dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada se luruh 
u n i t organisasi d i l ingkungan Dinas. 

Pasal 8 

Sekretariat da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 7, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan; 
b. pemberian d u k u n g a n pelayanan adminis tras i u m u m dan kepegawaian; 
c. pemberian d u k u n g a n pelayanan adminis t ras i perencanaan dan 

keuangan; dan 
d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 9 

Sekretariat, t e rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian; dan 
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 



Bagian Ketiga 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 10 

Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 
Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 11 

Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat yang terkai t dengan u m u m dan kepegawaian. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran: 
b. meny iapkan dan melaksanakan ketata laksanaan r u m a h tangga; 
c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan 

barang m i l i k daerah; 
d. meny iapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan 

kearsipan; 
e. meny iapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan 

protokol ; 
f. meny iapkan dan melaksanakan ketata laksanaan kepegawaian; 
g. memfasi l i tasi pembinaan j aba tan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur 

Sipi l Negara; dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris Dinas. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 12 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 13 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat yang terkai t dengan perencanaan dan keuangan. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan 

anggaran; 
b. meny iapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis; 
c. mengumpulkan , mengolah dan menyaj ikan data; 
d. meny iapkan bahan penyusunan laporan; 
e. meny iapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; 
f. melaksanakan pengelolaan anggaran; 
g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji; 
h . melaksanakan verif ikasi dan akuntas i ; 
i . melaksanakan pelaporan keuangan; dan 

j . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris Dinas. 



BAB IV 
BIDANG SUMBER DAYA AIR 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas, dan Fungs i 

Pasal 14 

(1) Bidang Sumber Daya Air berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Bidang Sumber Daya Air d ip imp in oleh Kepala Bidang. 

Pasal 15 

Bidang Sumber Daya Air melaksanakan sebagian tugas Dinas yang me l iput i : 
a. perencanaan sumber daya air; 
b. pembangunan sumber daya air; dan 
c. operasi dan pemel iharaan sumber daya air. 

Pasal 16 

Bidang Sumber Daya Air da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i perencanaan sumber daya air; 
b. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pembangunan sumber daya air; 
c. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan adminis t ras i operasi dan pemel iharaan sumber 
daya air; dan 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 17 

Bidang Sumber Daya Air te rd i r i da r i : 
a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air; 
b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; dan 
c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. 

Bagian Ketiga 
Seks i Perencanaan Sumber Daya Air 

Pasal 18 

(1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air. 

(2) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 19 

(1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air yang terkai t dengan perencanaan 
sumber daya air. 



Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyiapkan norma, standart , prosedur dan kr i ter ia perencanaan 

teknis sumber daya air; 
b. menyusun rencana teknis dan program kerja pengelolaan sumber 

daya air; 
c. melaksanakan survei, penyel idikan dan membuat perencanaan 

pembangunan, peningkatan, rehabi l i tas i j a r ingan irigasi, sungai, 
sumber air, embung dan bangunan sumber daya air la innya; 

d. mengh impun dan mengelola data serta menyelenggarakan sistem 
informasi sumber daya air; 

e. menyelenggarakan sosialisasi pra pelaksanaan pembangunan, 
peningkatan dan rehabi l i tasi j a r ingan irigasi, sungai, sumber air, 
embung dan bangunan sumber daya air la innya; 

f. menyusun program pengamanan dan konservasi fungsi sumber daya 
air; 

g. member ikan kaj ian rekomendasi t ekn ik d ib idang sumber daya air; 
h . melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air antar 

stakeholder; dan 
i . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Sumber 

Daya Air. 

Bagian Keempat 
Seks i Pembangunan Sumber Daya Air 

Pasal 20 

Seksi Pembangunan Sumber Daya Air berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air. 
Seksi Pembangunan Sumber Daya Air d i p imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 21 

Seksi Pembangunan Sumber Daya Air mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air yang terkai t dengan pembangunan 
sumber daya air. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabi l i tasi j a r ingan 

irigasi, sungai, embung dan bangunan sumber daya air la innya; 
b. melaksanakan pengawasan teknis dan pengendalian kegiatan 

pembangunan, peningkatan dan rehabi l i tas i j a r ingan irigasi, sungai , 
embung dan bangunan sumber daya air la innya; 

c. memantau dan mengevaluasi manfaat serta dampak ak ibat 
pembangunan ja r ingan irigasi, sungai , embung dan bangunan sumber 
daya air la innya; 

d. menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan dan pasca pelaksanaan 
pekerjaan pembangunan, peningkatan dan rehabi l i tasi j a r ingan 
irigasi, sungai , embung dan bangunan sumber daya air la innya; 

e. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan 
rehabi l i tas i j a r ingan irigasi, sungai , embung dan bangunan sumber 
daya air la innya; 

f. melaksanakan konservasi sumber daya air; 
g. mengusulkan penyediaan lahan u n t u k keper luan pembangunan, 

peningkatan j a r ingan irigasi, sungai , embung dan bangunan sumber 
daya air la innya; 

h . melaksanakan penanganan darura t ak ibat bencana alam banjir; dan 
i . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Sumber 

Daya Air. 



Bagian Ke l ima 
Seks i Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 

Pasal 22 

(1) Seksi Operasi dan Pemeliharaaan Sumber Daya Air berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air. 

(2) Seksi Operasi dan Pemeliharaaan Sumber Daya Air d ip imp in oleh Kepala 
Seksi. 

Pasal 23 

(1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber daya Air yangterkai t 
denganoperasi dan pemeliharaaan sumber daya air. 

(2) tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun pedoman operasi dan pemel iharaan j a r ingan irigasi, sungai 

dan bangunan sumber daya air la innya: 
b. mengh impun pelaporan operasi j a r ingan irigasi permukaan dan air 

t anah sesuai dengan pola t anam dan tata tanam; 
c. melaksanakan perbaikan pemel iharaan sesuai catatan pemeliharaan 

r u t i n dan berkala sesuai dengan skala pr ior i tas; 
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan 

pemel iharaan j a r ingan irigasi, sungai , embung dan bangunan sumber 
daya air la innya; 

e. mengh impun, mengelola data hidrologi , h idrometr i dan kl imatologi ; 
f. menyusun inventarisasi luas areal j a r ingan irigasi dan a l ih fungsi 

lahan; 
g. menyusun program pelaksanaan, pembinaan, pengelolaan irigasi air 

pe rmukaan dan air t anah bersama h i m p u n a n petani pemakai air ; 
h . melaksanakan pengawasan kelestarian tanah- tanah pengairan, 

j a r ingan irigasi, sungai, embung dan bangunan sumber daya air 
la innya; 

i . menyusun rencana dan realisasi ta ta t anam; 
j . melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyediaan dan 

pembagian air; 
k. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Sumber 

Daya Air. 

BAB V 
BIDANG CIPTA KARYA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 24 

(1) Bidang Cipta Karya berada d i bawah dan bertanggung jaw ab kepada Kepala 
Dinas. 

(2) B idang Cipta Karya d ip imp in oleh Kepala Bidang. 

Pasal 25 

Bidang Cipta Karya melakssmakan sebagian tugas Dinas yang mel iput i tata 
bangunan, penyehatan l ingkungan dan air bers ih serta pengawasan bangunan 
dan jasa kons t ruks i . 



Pasal 26 

Bidang Cipta Karya da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 25, menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i ta ta bangunan; 
b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan adminis t ras i penyehatan l ingkungan dan air 
bersih; 

c. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan adminis t ras i pengawasan bangunan dan jasa 
kons t ruks i ; dan 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 27 

Bidang Cipta Karya terd i r i dar i : 
a. Seksi Tata Bangunan; 
b. Seksi Penyehatan L ingkungan dan Air Bersih; dan 
c. Seksi Pengawasan Bangunan dan Jasa Kons t ruks i . 

Bagian Ketiga 
Seks i Tata Bangunan 

Pasal 28 

(1) Seksi Tata Bangunan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Cipta Karya. 

(2) Seksi Tata Bangunan d ip imp in oleh Kepala Seksi. 
Pasal 29 

(1) Seksi Tata Bangunan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Cipta Karya yang terka i t dengan ta ta bangunan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merencanakan penataan bangunan dan l ingkungan; 
b. melaksanakan pembangunan, pengaturan, dan penghapusan gedung 

pemer intah daerah; 
c. melaksanakan upaya keselamatan bangunan gedung pemer intah 

daerah dan bangunan u m u m la innya; 
d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan tata bangunan; dan 
e. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Cipta 

Karya. 

Bagian Keempat 
Seks i Penyehatan Lingkungan dan Air Bers ih 

Pasal 30 

(1) Seksi Penyehatan L ingkungan dan Air Bers ih berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya. 

(2) Seksi Penyehatan L ingkungan dan Air Bers ih d i p imp in oleh Kepala Seksi. 



Pasal 31 

Seksi Penyehatan L ingkungan dan Air Bers ih mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya yang terkai t dengan 
penyehatan l ingkungan dan a ir bersih. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan survey, ind ikas i program, penelit ian dan penyiapan 

pedoman serta standardisasi perencanaan, termasuk ban tuan tekn ik 
perencanaan; 

b. melaksanakan pembangunan, perbaikan dan rehabi l i tasi sarana 
penyehatan l ingkungan dan air bersih; 

c. melaksanakan pengelolaan, pengaturan teknis sarana prasarana air 
bersih dan sanitasi/drainose; 

d. melaksanakan penataan l ingkungan sanitasi/drainase terhadap 
wi layah yang akan d ibangun; 

e. menyiapkan bahan pembinaan penyehatan l ingkungan dan air bei s ih ; 
f. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan 

penyehatan l ingkungan dan air bersih; dan 
g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Cipta 

Karya. 

Bagian Ke l ima 
Seks i Pengawasan Bangunan dan J a s a Konst ruks i 

Pasal 32 

Seksi Pengawasan Bangunan dan Jasa Konst ruks i berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya. 
Seksi Pengawasan Bangunan dan Jasa Konst ruks i d ip imp in oleh Kepala 
Seksi. 

Pasal 33 

Seksi Pengawasan Bangunan dan Jasa Konst ruks i mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya yang terkai t dengan 
pengawasan bangunan dan jasa kons t ruks i . 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan verif ikasi teknis rencana pendir ian bangunan; 
b. memantau pendir ian bangunan kons t ruks i sesuai peraturan 

perundang-undangan yang ber laku; 
c. melaksanakan pengawasan bangunan dan member ikan pert imbangan 

teknis penert iban bangunan; 
d. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pengaturan jasa 

kons t ruks i ; 
e. memfasi l i tasi proses per iz inan usaha jasa kons t ruks i ; 
f. mengawasi ter t ib usaha, tert ib penyelenggaran dan tert ib pemanfaatan 

jasa kons t ruks i ; 
g. men ingkatkan peran masyarakat d i b idang jasa kons t ruks i ; dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Cipta 

Karya. 



BAB VI 
BIDANG BINA MARGA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 34 

(1) B idang B ina Marga berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(2) B idang B ina Marga d ip imp in oleh Kepala Bidang. 

Pasal 35 

Bidang B ina Marga melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mel iput i 
perencanaan Ja lan dan Jembatan, pembangunan Ja lan dan Jembatan serta 
pemel iharaan j a l an dan j embatan . 

Pasal 36 

Bidang B ina Marga da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 35, menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i perencanaan j a l an dan j embatan; 
b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pembangunan j a l an dan 
j embatan ; 

c. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pemel iharaan ja lan dan 
j embatan ; dan 

d. pelaksanaan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuaidengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 7 

Bidang B ina Marga terd i r i dar i : 
a. Seksi Perencanaan Ja lan dan Jembatan; 
b. Seksi Pembangunan Ja lan dan Jembatan; dan 
c. Seksi Pemeliharaan Ja lan dan Jembatan. 

Bagian Ketiga 
Seks i Perencanaan Ja l an dan Jembatan 

Pasal 38 

(1) Seksi Perencanaan Ja lan dan Jembatan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang B ina Marga. 

(2) Seksi Perencanaan Ja lan dan Jembatan d ip imp im oleh Kepala Seksi. 



Pasal 39 

(1) Seksi Perencanaan Ja lan dan Jembatan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang B ina Marga yangterkai t dengan perencanaan j a l an 
dan j embatan . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyiapkan norma, standart , prosedur dan kr i t e r ia perencanaan ja lan 

dan j embatan ; 
b. menyusun program kerja pengembangan j a r ingan j a l an kabupaten, 

j a l an poros desa, j embatan dan bangunan pelengkapnya; 
c. menyusun dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan, 

rehabi l i tasi dan pemel iharaan j a l an kabupaten , j a l an poros desa, 
j embatan dan bangunan pelengkapnya; 

d. melaksanakan penyusunan leger j a l an , program-program, pengolahan, 
menyaj ikan, meny impan, memel ihara dan me lakukan kegiatan 
pemutakh i ran database j a l an , j embatan , dan bangunan pelengkapnya; 

e. me lakukan pengkajian, pemantauan, dan menyiapkan rekomendasi 
teknis terhadap pemanfaatan ruang m i l i k j a l an ; dan 

f. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Bina 
Marga. 

Bagian Keempat 
Seks i Pembangunan Ja l an dan Jembatan 

Pasal 4 0 

(1) Seksi Pembangunan Ja lan dan Jembatan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang B ina Marga. 

(2) Seksi Pembangunan Ja lan dan Jembatan d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 41 

(1) Seksi Pembangunan Ja lan dan Jembatan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang B ina Marga yang terka i t dengan pembangunan j a l an 
dan j embatan . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan, pengawasan dan 

pengendalian m u t u pada pekerjaan kons t ruks i j a l an dan j embatan 
beserta bangunan pelengkapnya; 

b. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabi l i tas i j a l an dan 
j embatan beserta bangunan pelengkapnya; 

c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, bantuan teknis 
dan pelaporan pembangunan, peningkatan dan rehabi l i tasi j a l an dan 
j embatan beserta bangunan pelengkapnya; 

d. melaksanakan moni tor ing dan evaluasi pelaksanaan kinerja kons t ruks i 
j a l a n dan j embatan ; dan 

e. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang B ina 
Marga. 

Bagian Ke l ima 
Seks i Pemeliharaan J a l a n dan Jembatan 

Pasal 42 

(1) Seksi Pemeliharaan Ja lan dan Jembatan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang B ina Marga. 

(2) Seksi Pemeliharaan Ja lan dan Jembatan d ip imp in oleh Kepala Seksi. 



Pasal 43 

(1) Seksi Pemeliharaan Ja lan dan Jembatan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang B ina Marga yang terka i t dengan pemeliharaan j a l an 
dan j embatan . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan, pengawasan dan 

pengendalian m u t u pada pekerjaan pemel iharaan j a l an dan j embatan 
beserta bangunan pelengkapnya; 

b. melaksanakan pemeliharaan j a l an dan j embatan beserta bangunan 
pelengkapnya; 

e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, ban tuan teknis 
dan pelaporan pemeliharaan j a l an dan j embatan beserta bangunan 
pelengkapnya; 

d. melaksanakan moni tor ing dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan 
j a l an dan j embatan; dan 

e. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Bina 
Marga. 

BAB VI I 
BIDANG PERALATAN DAN PENGUJIAN BAHAN 

Bagian Kesa tu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 44 

(1) B idang Peralatan dan Pengujian Bahan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan d ip imp in oleh Kepala Bidang. 

Pasal 45 

Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang 
me l ipu t i pemel iharaan peralatan, operasional peralatan, pengujian bahan dan 
kons t ruks i serta penguj ian bahan dan kons t ruks i 

Pasal 46 

Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan da lam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 45, menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pemel iharaan peralatan; 
b. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i operasional peralatan, penguj ian 
bahan dan kons t ruks i ; 

e. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i penguj ian bahan dan 
kons t ruks i dan; 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 
fungsinya 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 4 7 

Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan terd i r i dar i : 
a. Seksi Pemeliharaan Peralatan; 
b. Seksi Operasional Peralatan dan Pengujian Bahan; dan 
c. Seksi Pengujian Bahan dan Konstruks i . 

Bagian Ketiga 
Seks i Pemeliharaan Peralatan 

Pasal 48 

(1) Seksi Pemeliharaan Peralatan berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan. 

(2) Seksi Pemeliharaan Peralatan d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 49 

(1) Seksi Pemeliharaan Peralatan mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan yangterkait dengan 
pemel iharaan peralatan. 

(2) tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun rencana k e b u t u h a n peralatan, s u k u cadang peralatan, 

bahan bakar dan minyak pelumas; 
b. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan; 
c. melaporkan secara berkala tentang kondis i peralatan dan 

penggunaannya; dan 
d. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Peralatan 

dan Pengujian Bahan. 

Bagian Keempat 
Seks i Operasional Peralatan dan Pengujian Bahan 

Pasal 50 

(1) Seksi Operasional Peralatan dan Pengujian Bahan berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan. 

(2) Seksi Operasional Peralatan dan Pengujian Bahan d ip imp in oleh Kepala 
Seksi. 

Pasal 51 

(1) Seksi Operasional Peralatan dan Pengujian Bahan mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan yang 
terkai t dengan operasional peralatan, penguj ian bahan dan kons t ruks i . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun rencana operasional alat berat, penguj ian bahan dan 

kons t ruks i ; 
b. melaksanakan pengadaan peralatan; 
c. melaksanakan operasional peralatan u n t u k mendukung program-

program kedinasan; 
d. melaksanakan pelayanan u m u m penggunaan atau pemakaian 

peralatan; 
e. melaksanakan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam; 
f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan peralatan; 



g. melaksanakan laporan dan evaluasi kegiatan operasional alat berat, 
penguj ian bahan dan kons t ruks i ; dan 

h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Peralatan 
dan Pengujian Bahan. 

Bagian Ke l ima 
Seks i Pengujian Bahan dan Konst ruks i 

Pasal 52 

(1) Seksi Pengujian Bahan dan Konstruks i berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan. 

(2) Seksi Pengujian Bahan dan Konst ruks i d i p imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 53 

(1) Seksi Pengujian Bahan dan Konst ruks i mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan yang terkai t dengan 
penguj ian bahan dan kons t ruks i . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun rencana kegiatan penguj ian bahan dan kons t ruks i j a l an , 

j embatan dan kons t ruks i bangunan la innya; 
b. menyusun rencana kebu tuhan bahan penguj ian bahan dan kons t ruks i ; 
c. melaksanakan pengadaan bahan penguj ian; 
d. melaksanakan penel i t ian dan pengambilan sampel; 
e. melaksanakan penguj ian bahan dan kons t ruks i j a l an , j embatan dan 

bangunan lainnya; 
f. melaporkan basi l penguj ian bahan dan kons t ruks i j a l an , jembatan dan 

bangunan lainnya; dan 
g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Peralatan 

dan Pengujian Bahan. 

BAB VI I I 
BIDANG TATA RUANG 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 54 

(1) B idang Tata Ruang berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(2) Bidang Tata Ruang d ip imp in oleh Kepala Bidang. 

Pasal 55 

Bidang Tata Ruang melaksanakan sebagian tugas Dinas yang me l iput i 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 
ruang. 

Pasal 56 

Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 55, menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan,serta pelaksanaan administrasiperencanaan tata ruang; 
b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pemanfaatan ruang; 



c. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pengendalian pemanfaatan 
ruang ; dan 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dmas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 57 

Bidang Tata Ruang terd i r i dar i : 
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; 
b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan 
c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

Bagian Ketiga 
Seks i Perencanaan Tata Ruang 

Pasal 58 

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang berada d ibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Tata Ruang. 

(2) Seksi Perencanaan Tata Ruang d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 59 

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Tata Ruang yangterkai t denganperencanaan tata ruang. 

(2) tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan bahan perumusan kebi jakan teknis perencanaan tata 

ruang; 
b. menyusun dan merevisi rencana tata ruang wi layah; 
c. menyusun dan merevisi rencana detai l ta ta ruang perkotaan; 
d. menyusun dan merevisi rencana detai l ta ta ruang kawasan strategis; 
e. menyusun dan merevisi rencana detai l ta ta ruang kawasan perdesaan; 
f. melaksanakan koordinasi , sosialisasi, moni tor ing , evaluasi dan 

pelaporan perencanaan tata ruang; dan 
g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang. 

Bagian Keempat 
Seks i Pemanfaatan Ruang 

Pasal 60 

(1) Seksi Pemanfaatan Ruang berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Tata Ruang. 

(2) Seksi Pemanfaatan Ruang d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 61 

(1) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Tata Ruang yang terka i t dengan pemanfaatan ruang. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyiapkan bahan perumusan kebi jakan teknis pemanfaatan ruang; 
b. memfasiltasi program pengembangan kota h i j au ; 



c. meny iapkan bahan koordinasi dan fasil itasi pemanfaatan ruang antara 
pemda, masyarakat dan dun i a usaha; 

d. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang; 

e. melaksanakan inventarisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang 
f. mengembangkan system informasi dan komun ikas i penataan ruang; 
g. melaksanakan koordinasi , sosialisasi, moni tor ing , evaluasi dan 

pelaporan pemanfataan ruang;dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Tata 

Ruang. 

Bagian Ke l ima 
Seks i Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Pasal 62 

(1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. 

(2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 63 

(1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Tata Ruang yangterkai t dengan pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

(2) tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan bahan perumusan kebi jakan teknis pengendalian 

pemanfaatan ruang; 
b. menyusun ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang (perizinan, 

ben tuk dan besaran insent i f dan disinsenti f , serta sanksi); 
c. member ikan kaj ian dan pert imbangan teknis izin pemanfaatan ruang; 
d. melaksanakan penin jauan kembal i rencana tata ruang; 
e. melaksanakan koordinasi , sosialisasi, moni tor ing , evaluasi dan 

pelaporan pengendalian pemanfataan ruang;dan 
f. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Tata 

Ruang. 

BAB IX 

K E L O M P O K JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 64 
(1) Pejabat fungsional berkedudukan d ibawah dan bertanggung jawab secara 

langsung kepada pejabat p imp inan t inggi pratama, pejabat adminis t rator , 
a tau pejabat pengawas yang memi l ik i ke terka i tan dengan pelaksanaan tugas 
Jabatan Fungsional . 

(2) Pejabat fungsional memi l ik i tugas member ikan pelayanan fungsional \ang 
berdasarkan pada keahl ian dan keterampi lan ter tentu. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terd i r i dar i : 
a. pejabat fungsional keahl ian; dan 
b. pejabat fungsional ke t rampi lan . 

(4) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
d ikoord in i r oleh seorang tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k d iantara 
tenaga fungsional. 

(5) J u m l a h tenaga fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan 
sesuai k e b u t u h a n dan beban kerja. 



B A B X 
UPT DINAS 

Pasal 65 

(1) Pada Dinas dapat d iben tuk UPT Dinas u n t u k melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang ter tentu. 

(2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, serta 
Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan 
dengan Peraturan Bupa t i tersendir i . 

BAB X I 
TATA K E R J A 

Pasal 66 

Dalam ha l Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas 
d i laksanakan oleh Pejabat yang d i t u n j u k oleh Bupat i . 

Pasal 67 

(1) Da lam melaksanakan tugasnya, setiap p imp inan dan u n i t kerja dan 
kelompok j aba tan fungsional wajib menerapkan pr ins ip koordinasi , integrasi 
dan s inkronisas i baik da lam l ingkungan masing-masing m a u p u n antar u n i t 
kerja d i l ingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi la in 
d i luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap p imp inan u n i t kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing 
dan b i la terjadi penyimpangan agar mengambi l langkah- langkah yang 
d iper lukan sesuai dengan pera turan perundang-undangan yang ber laku 

(3) Setiap p imp inan u n i t kerja bertanggung jawab memimp in dan 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan member ikan bimbir igan 
serta pe tun juk-pe tun juk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(4) Setiap p imp inan u n i t kerja wajib meng ikut i dan mematuh i pe tun juk-
pe tun juk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya . 

(5) Setiap laporan yang d i ter ima oleh p imp inan dar i bawahan, wajib diolah dan 
d ipergunakan sebagai bahan u n t u k penyusunan laporan lebih lan jut dan 
u n t u k member ikan pe tun juk -pe tun juk kepada bawahan. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan 
laporan w^ajib d isampaikan pu la kepada organisasi perangkat daerah la in 
yang secara fungsional mempunya i h u b u n g a n kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap p imp inan u n i t kerja d i ban tu oleh 
kepala u n i t kerja d i bawahnya dan da lam rangka pemberian b imbingan 
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

BAB X I I 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 68 

Bagan S t r u k t u r Organisasi Dinas sebagaimana t e rcantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupat i m i . 



BAB X I I I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 69 

(1) Nomenklatur dan nama jaba tan pada Dinas Pekerjaan U m u m dan Penataan 
Ruang Kabupaten Paeitan tetap mengacu pada Peraturan Bupat i Nomor 66 
T a h u n 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi 
Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan u m u m dan Penataan Ruang Kabupaten 
Paeitan sampai dengan pe lant ikan pejabat ba ru sesuai dengan Peraturan 
Bupat i i n i . 

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan 
Peraturan Bupat i Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan 
Fungsi , Susunan Organisasi serta ta ta kerja Dinas Pekerjaan u m u m dan 
Penataan Ruang Kabupaten Paeitan sampai dengan d i laksanakannya 
pe lant ikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupat i in i . 

Pada saat Peraturan Bupat i i n i m u l a i ber laku, maka Peraturan Bupa t i Nomor 66 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi serta 
ta ta kerja Dinas Pekerjaan u m u m dan Penataan Ruang Kabupaten Paeitan 
d icabut dan d inyatakan t idak ber laku lagi. 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupat i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Paeitan. 

BAB X IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 70 

Pasal 71 

Ditetapkan di Paeitan 
pada tanggal 25 - 5 2020 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 
Diundangkan di Paeitan 
pada tanggal 25 Mei 2020 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

Dr. Ir. H E R U WIWOHO SP.M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670716 199202 1 002 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 0 NOMOR 3 7 

I' 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
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